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JAKSA EKSESKUSI MANTAN SEKDA LABUHANBATU,  

KORUPSI 1,3 MILIAR 

 

 
Sumber Gambar : sumut.antaranews.com 

 

Rantauprapat (ANTARA) - Kejaksaan Negeri Labuhanbatu mengeksekusi 

mantan Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Muhammad Yusuf 

Siagian dalam kasus korupsi uang persediaan sekretariat daerah anggaran 2017. Kepala 

Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, Dr. Marlambson Carel Wiliams, di Rantauprapat, Selasa 

sore dalam keterangannya menyampaikan, Yusuf di eksekusi setelah adanya putusan dari 

Mahkamah Agung nomor 5893 K/Pud.Sus/2024. 

Terpidana terbukti secara sah melakukan korupsi bersama Elida Rahmayanti, 

selaku bendahara, dengan total kerugian negara mencapai Rp. 1.347.304.255. 

Yusuf dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, serta Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dengan 

hukuman penjara 5 tahun dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan. 

"Yusuf Siagian ditangkap oleh Tim Jaksa Penuntut Umum Bidang Tindak Pidana 

Khusus di sebuah warung kopi di Kampung Baru, Rantau Utara," jelas Dr. Carel. Kasi 

Intel Kejaksaan Negeri Labuhanbatu menambahkan, dalam eksekusi itu, Yusuf cukup 

kooperatif. selama proses penjemputan dan bersedia dibawa ke tim Jaksa untuk diproses 

lebih lanjut. 

Dari Kantor Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, Yusuf diperiksa dan dinyatakan 

sehat oleh Tim Dokter RSUD Rantauprapat kemudian langsung dibawa ke Lapas Kelas 

II Rantauprapat untuk menjalani hukuman. "Sebelumnya, pada Pebruari 2024, Jaksa 

Penuntut Umum menuntut terdakwa Muhammad Yusuf Siagian 5 tahun penjara, namun 
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pada 1 Maret 2024, majelis hakim di Pengadilan Tipikor Medan menyatakan bebas dari 

tuntutan kasus korupsi uang persediaan sekretariat daerah 2017 Kabupaten 

Labuhanbatu,"  

Kejaksaan Negeri (Kejari) Labuhanbatu menahan mantan Sekda Labuhanbatu 

Muhammad Yusuf Siagian dalam kasus tindak pidana korupsi tahun anggaran 2017. 

Yusuf ditahan usai Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan vonis 5 tahun penjara dalam 

tingkat kasasi. Kasi Intelijen Kejari Labuhanbatu Memed Rahmad Sugama mengatakan 

eksekusi itu dilakukan siang tadi. Pelaksanaan eksekusi terhadap Yusuf dilakukan oleh 

Kasi Tindak Pidana Khusus Kejari Labuhanbatu Sabri Fitriansyah Marbun.   

"Pelaksanaan putusan pengadilan Mahkamah Agung Nomor 5893 

K/Pid.Sus/2024 sebagaimana amar putusan menyatakan Muhammad Yusuf Siagian 

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara 

bersama-sama," kata Memed Rahmad Sugama dalam keterangannya, Selasa 

(29/10/2024).   

Yusuf dijerat menggunakan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan 

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembertasan Tindak Pidana Korupsi jo 

Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Pengadilan Tipikor Medan awalnya memvonis bebas 

Yusuf dan kemudian JPU banding yang akhirnya Yusuf divonis MA penjara 5 tahun. 

"Menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun," ucapnya.  

Tim Kejari Labuhanbatu menangkap Yusuf di sebuah warung kopi di Kecamatan 

Rantau Selatan. Saat penjemputan itu, Yusuf disebut kooperatif.  Memed mengatakan jika 

pihaknya membawa Yusuf ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Rantauprapat. 

Sebelum itu, Yusuf melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu.  

"Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat oleh Tim Dokter 

RSUD Rantauprapat, pukul 14.00 WIB dibawa Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A 

Rantauprapat untuk menjalani pidana penjara sebagaimana putusan Mahkamah Agung," 

ujarnya. Untuk diketahui, kasus yang menjerat Yusuf itu merupakan tidak pidana korupsi 

dalam Pengelolaan Uang Persediaan (UP) Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu 

tahun anggaran 2017. Yusuf saat itu menjabat sebagai Sekda dan juga selaku penggunaan 

anggaran.  

Uang Persediaan itu kemudian digunakan namun tidak ada laporan 

pertanggungjawaban. Akibat perbuatan Yusuf bersama ER yang merupakan Bendahara 

Pengeluaran Setda Labuhanbatu saat itu, negara rugi Rp 1,3 miliar. Di mana Uang 

Persediaan (UP) tersebut telah dipergunakan namun tidak dapat dibuat 
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pertanggungjawabannya karena sebagian uang tersebut telah dipergunakannya untuk 

melakukan Pembayaran atas kegiatan yang tidak dianggarkan dalam Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu TA. 2017 dan 

sebagian sudah dipergunakan terlebih dahulu sebelum jadwal pelaksanaan kegiatan 

sehingga diduga adanya melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam melakukan 

Pengelolaan Uang Persediaan pada Sekretariat Daerah Kabuparen Labuhanbatu yang 

mengakibatkan terjadinya Kerugian keuangan Negara sebesar Rp 1.347.304.255," 

tutupnya. 

Sumber Berita: 

1. https://sumut.antaranews.com/berita/597281/jaksa-eksekusi-mantan-sekda-

labuhanbatu-korupsi-rp13-miliar Selasa, 29 Okt 2024 

2. https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7612601/kejari-tahan-eks-

sekda-labuhanbatu-usai-divonis-ma-5-tahun-bui-kasus-korupsi Selasa, 29 Okt 2024 

Catatan: 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana  

Pasal 55  

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: Mereka yang melakukan, menyuruh 

melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan; Mereka yang dengan memberi 

atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, 

dengan kekerasan, ancaman, penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, 

sarana, keterangan, atau sengaja menganjurkan orang lain agar melakukan 

perbuatan. 

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang 

diperhitungkan beserta akibat-akibatnya. 

 

Pasal 183  

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan 

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu 

tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 

melakukannya. 

 

Pasal 184 

(1) Alat bukti yang sah ialah: 

a. keterangan saksi; 

b. keterangan ahli; 

c. surat; 

https://sumut.antaranews.com/berita/597281/jaksa-eksekusi-mantan-sekda-labuhanbatu-korupsi-rp13-miliar
https://sumut.antaranews.com/berita/597281/jaksa-eksekusi-mantan-sekda-labuhanbatu-korupsi-rp13-miliar
https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7612601/kejari-tahan-eks-sekda-labuhanbatu-usai-divonis-ma-5-tahun-bui-kasus-korupsi
https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7612601/kejari-tahan-eks-sekda-labuhanbatu-usai-divonis-ma-5-tahun-bui-kasus-korupsi
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d. petunjuk; 

e. keterangan terdakwa. 

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. 

 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001. 

Pasal 2  

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri 

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara 

atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau 

pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 

dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling 

banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan 

dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. 

 

Pasal 3 

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu 

korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya 

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana 

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau 

denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

 

Pasal 18  

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : 

b. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau 

barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak 

pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana 

korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang 

tersebut; 

c. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebayak-banyaknya sama dengan 

harta benda yag diperoleh dari tindak pidana korupsi; 
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d. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) 

tahun; 

e. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh 

atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh 

Pemerintah kepada terpidana. 

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita 

oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. 

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk 

membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka 

dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum 

dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan 

lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. 

 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah bebrapakali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2019. 

Pasal 1 

Angka 1. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 

undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. 

Angka 2. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan 

eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas 

berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Angka 4. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk 

mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya 

koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 

pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana. 

Pasal 603 
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Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri 

sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana 

penjara paling singkat 2 (dua) 

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori 

II dan paling banyak kategori VI. 

 

Pasal 604  

Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau 

Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya 

karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian 

negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling 

singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling 

sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI. 

 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentangn Tata Cara 

Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

178/PMK.05/2018. 

Pasal 1  

Angka 17. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja 

dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran 

untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai 

pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan 

melalui mekanisme pembayaran langsung. 

Pasal 43. 

(1) UP digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker 

dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme 

Pembayaran LS. 

(2) UP merupakan uang muka kerja dari Kuasa BUN kepada Bendahara Pengeluaran 

yang dapat dimintakan penggantiannya (revolving). 

(3) Pembayaran dengan UP yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/BPP 

kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa paling banyak sebesar 

Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kecuali untuk pembayaran honorarium dan 

perjalanan dinas. 
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(4) Pada setiap akhir hari kerja, uang tunai yang berasal dari UP yang ada pada Kas 

Bendahara Pengeluaran/BPP paling banyak sebesar RpS0.000.000 (lima puluh 

juta rupiah). 

(5) UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran:  

a. Belanja Barang; 

b. Belanja Modal; dan 

c. Belanja Lain-lain. 

(5a) UP yang diajukan berupa: 

a. UP tunai; dan/atau 

b. UP kartu kredit pemerintah. 

(5b) UP tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (Sa) huruf a merupakan UP yang 

diberikan dalam bentuk uang tunai kepada Bendahara Pengeluaran/BPP melalui 

rekening Bendahara Pengeluaran/BPP yang sumber dananya berasal dari rupiah 

murni. 

(5c) UP kartu kredit pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (Sa) huruf b 

merupakan uang muka kerja yang diberikan dalam bentuk batasan belanja (limit) 

kredit kepada Bendahara Pengeluaran/BPP yang penggunaannya dilakukan 

dengan kartu kredit pemerintah untuk membiayai kegiatan operasional sehari-

hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak 

mungkin dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS yang sumber dananya 

berasal dari rupiah murni. 

(5d)   Khusus pada akhir tahun anggaran, UP tunai dapat digunakan untuk pembayaran 

belanja pegawai sesua1 dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman 

pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran pada akhir tahun anggaran. 

(6) Pembayaran dengan UP tunai oleh Bendahara Pengeluaran/BPP kepada 1 (satu) 

penerima/penyedia barang/jasa dapat melebihi RpS0.000.000 (lima puluh juta 

rupiah) setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal 

Perbendaharaan. 

(7) Bendahara Pengeluaran melakukan penggantian (revolving) UP tunai yang telah 

digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP tunai masih 

tersedia dalam DIPA. 

(8) Penggantian UP tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan apabila 

telah dipergunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari besaran UP 

tunai. 
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(9) Untuk Bendahara Pengeluaran yang dibantu oleh beberapa BPP, dalam 

pengajuan UP tunai ke KPPN harus melampirkan daftar rincian yang 

menyatakan jumlah uang yang dikelola oleh masing-masing BPP. 

(10) Setiap BPP mengajukan penggantian UP tunai melalui Bendahara Pengeluaran, 

apabila UP tunai yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50% (lima 

puluh persen). 


